GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ '~ /DISDIK/2018

TENTANG
BATASAN MAKSIMAL PUNGUTAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEJURUAN DAN SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA NEGERI DARI PESERTA
DIDIK ATAU ORANG TUA/WALI PESERTA DIDIK

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat
(1) Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017
tentang Pendanaan Pendidikan dan

Pengalokasiannya, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Batasan Maksimal Pungutan yang
dilakukan oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas
Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan
Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri dari Peserta
Didik atau Orang tua/Wali Peserta Didik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara ‘Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja, dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka  Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);



-

Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2117);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
Nomor 4 Seri D);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitng
Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pendanaan
Pendidikan dan Pengalokasiannya (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 Nomor 69 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Batasan maksimal pungutan yang dilakukan oleh
Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan
Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri dan Satuan
Pendidikan Luar Biasa Negeri dari peserta didik atau
orang tua/wali peserta didik.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Batasan maksimal pungutan yang dilakukan oleh
Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU yaitu paling banyak Rp.75.000,-
(Tujuh puluh lima ribu rupiah) per peserta didik per
bulan.

Pemanfaatan dana pungutan dirinci dalam Rencana
Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan mendapat
persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung atau pejabat yang
mewalkili.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal ~ Januari 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

bl ol ot

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

. Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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